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ASSTRAK

PeTvelenggaraan ?enerintahen di d.aerah yang didasarkanpada azas d.esentral_ isas i, d.ekonsentrasi, din asas tus;spembantuan, nemungkinkan penerintafr aaeiah li;"p"f"-lE"_rah dan Desan Pernakilan Rakyat laerah) membuai perB,tur
an Daerah-, apakah itu da1am Lid.ang otononi a"Jrafr-at"u:pun yang berasaL dari tugas penbaiturn.
Dalam pembentukan Peraturan Daerahr maka dil_ihat d.erinaterj. muatannya (isi) guslu peraturan daerah a;p";*;;_muat ketentuan sanksi.apakah iiu ketentuan sanksi pida_na atsupun sanksi adminis tras i.
Dengan .oende katan secera rryuridis -norrnat if d.ilakukaninventarisesi terhadap peraturan Daerah p"opi""i -1""""r.
!ingkat f.Sumatera Barat yang memuat Ketentiran Sanksi. 

-

naka terlihat bshfra ; period- tah,an .1 990 sarn-o;i--ilill'
1995 telah dikel-uarkan sebanyak ?9 ?eraturan Daerah.d.ari leraturan Daerah mana sebanyak 24 buah ?;r;;;;nDaerah memuat ketentuan Sanksi. bari-ffas if ikas i per_
aturan laerah tersebut dapat dibagi 2 (dGj, -v"f"i-i""_
gtprgp Daerah yan5 mengetur tentang paJak )aei,ah -d;n-
Hetri ous t_ laerall.
ir'ienganalis is lebih lanjut peraiursn Daerah propinsi.
Daera: lingket I Sumaicra Barat J'cng memuat fi"tuniu"nsanksi, dengan rneng3unckan ukuran ; perumusan ketentu_an sanksi, terlihat bahwa ; perulnusannya tidak ditem-patkgn pada bagian ketentuan sanksi d.imaks rird (terutama
untuk sanksi adrninistrasi). Dalar,r menentukan jenis
dan bentuk sa?ksi pid.ana "re-!atif 'r cukup sinicion d.engan
*l(ur?n yang qlClngkan. tenikian juga hainya dengan mEngikuti azas tidak berientangan dengin p"ratur"n !er-undang-undang yeng lebih tinggi tingkitannya.
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A. L,atar Belakang gasalah.

?enyelenggaraan pemerintahan di D€Lerah, sebagai_
mana diatur d.alam Und.ang- undang 1,l-omor 5 ,Iahung 19?4
memuat beberapa azas penyelenggarean pemerintahan d.i
d.aerah, yakni azas Desentrakl-ses i, Dekonsentrasi d.an

t ugas Pembantuan"

Dalam pelaksanaan azas d.esentralisasi semua urus
an pemerlntahan pada.desarnya nenjad.i wenenang d.an

tanggung Jawab Daerah sepeni&nya. Dalam hal ini pra_
karsa sepenuhnya diserahkan kepad.a Daerah, baik yang

nenyengkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pe_

laksanaan, maupun yang menyangkut segi_segi pembiaya_

annya.

O1eh karena itu semua urusan pemerintahan dapat
diserahkan kepada Daerah rnenurut azas d.es entralisas i,
maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di_
d.aerah d.ilaksenakan oleh perangkat ?emerintah d.i dae_

rah berdasarkan aze.s dekonsentrasi. Dimana tanggung
janabnya terletak pad.a pemerintah pusat, dan dj.laksa_
naken oleh perangkat pemerintalr pusat. Dalam hal_ hal
tertentu Penerintah ?us&t dapat menyerahkan pelaksa_

naan u:rusan pada penerintah di dae:,sh melalui urusan

fugas ?enbantuan.

Pemerintah Daerah rnenurut konstruksi Und.ang-u,n_

dang i{omor 5 iahun 1974 terd.iri dari Kepala Daerah &
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A. ?eraturan Daersh yang Memuat Ketentuan Sanksi.

Pemuatan ketentuan saraksi, apakah itu ketentuan
sanksi pid.ans, dan atau sanksi ad_ninistrasi ad.alah me_

rupakan bagian dari materi muatan (is:"; 4s"1 peraturan

Daerah bersangkutan. Hasil inventarisasi yang d.ilaku_
kan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah lingkat
I S u'ngtera Saratr yang rnemuat ketentuan sanski d.apat

dilihat d.ari tabel di bawah ini :
Tabe.:--5.1

Perda yang ii4emuat (etehtuan Sanks i

Tahun : Juml-ah ?erd.a : Yang Memuat Ket.Sanksi

1990 :

1991 :
't 992 ;

1991 :

1994:
100( .

9

14

12

B

19

II

5

5

2

3

6

buah

buah

buah

buah

buah

buah

buah

bueh

buah

buah

buah

bueh

Junlah: 79 buah 24 buah

Sqmber : Siro Hukuin Setuilda Tingkat f Sumatera
Barat .

Dari tebel 5.1 di atas terlihat, terhitung d.ari

tahun 1990 sampai dengan tahun 1gt!, ?eraturan Daerah

yang dikelubrkan dan diteiapkan sebanyak f! buah. Dan

dari J u:rIah tersebut (79 buah) sebanyak 24 buah Per-
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Penelitian nengenai I fnventarisasi dan Ana]_dsis
Yuridis Peraturan Daers"h propinsi laerah tingkat I Su_
matera Berat "r maka dapat dikemukaken beberapa kesim_
pulan dan saran sebagai berikut :

A. Xesirnpulan.

1, ?eraturan Daerah sebagei salah satu bentuk
peraturan perundeng_undangan tingkat daearah
u.rtuk msteri-rnateri tertentu dapat memu-et

ketentuan sanksi (pidana atau admi$istrasi);

2. Pemuatah Iieteatuan Sanksi aia$ah merupakan

hagian dari_ Batang iubuh dari peraiuran Daer
rah, di sanping ketentuan_ketentuan lainnya ;

3. i{asi1 analisis dan inventarisasi terhad.ap per

aturan l)aerah propinsi Daerah tingkat f Surna_

tera 3arat, <iiperoleh irasil bahwa terhitung
dari periode tahun 1!!O sampai tairun 1995,

maka dari T9 bueh ?eraturan ilaerah r rnaka se_

banyak 24 buah inemuat ketentuan sanksi ;

4. Peraiuran Daerah .yang menuat ketentuan sanksi
dimaksud, terklasifikasi peraturan Daerah

yang nengatur tentang pajak faerah dan yang

mengatur tentang Retribusi taerah ;
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5. Dalam perumussn ketentuarr sanksi, terutame
ketentuan sanksi administrasi, adanya kecen_
drungan perumusan yang belum tegas, ]ral mana

dikarena perumusannya tidak ditempatkan dalam
bagdan ketentuan sanksi. retapi untuk keten_
tuen senksi pidana, rel-atif cukup adanya sink
kronisasi antara ulcuran yang digunakan demgan
peruinusannya;

3. Saran-saran.

1. Terhadap peraturan-peratr"uan Daerah yang ne_
nuat ketentuan sanks i , hend.aknya dalarn per_
rumusannya d.dru^oayakan untuk menyesuaikan an_
tara ukuran yang Cigunskan dengan perumusan

keientuan sanksi d imaksfrd ;
2. i{endaknya dimungkinkan, untuk Jenis_jenis

peraturan d.aerah terrentu (di luar Retribusi
dan PaJak Daerali)--- Juga roamuat ketentuan
sanksi (adnrinistrasi d.an atan pidana), hal
demikian juga dapat menJadi tolok ukur bagi
daya leku d.an atau valid.itas derri ?eraturan
Daerah tersebut ;

---oo0oo----
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